BAB 2 TINJAUAN REFERENS
2.1 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiegmadap suatu
hubungan antar konsep satu dengan konsep yangydainntuk dapat
memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi tedkaigan variabel-
variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah pénal diperlukan langkah-
langkah yang baik dan sistematis guna menyusunydatg diperlukan untuk

penelitian tersebut.

Banyak sekali pemerasan dan pengancaman yang khlakuaelalui media
internet yang diatur dalam pasal 27 ayat 4 danl g@sdndang-Undang No. 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-UndanglNolahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekit@8 putusan pengadilan
yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Sydutdang penelitian ini akan
dilakukan terkait sejauh mana efektivitas pengatueemerasan dan
pengancaman dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 28atafig Perubahan

Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Indgindan Transaksi

Elektronik terutama terkait vonis atau hukuman yalitgerikan dalam 103
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putusan pengadilan. Dalam pembuktian ke efektiaitagersebut, akan
dilakukan dengan dukungan teori efektivitas huk#amudian 103 putusan
pengadilan akan dianalisis dan mencari tahu apsialapat penemuan baru
dalam penelitian ini terutama terkait ke efektisifgengaturan pemerasan dan
pengancaman dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 26atafig Perubahan
Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Irdgindan Transaksi
Elektronik. Setelah menganalisis dan memiliki penambaru dalam penelitian

ini, maka dapat dilihat terkait efektivitas dalaengaturan tersebut.

2.2 Pemer asan dan Pengancaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIlw&apemerasan
berasal dari kata “peras” yang artinya mengambiting banyak-banyak dari
orang lain atau meminta uang dengan ancdm&edangkan pengancaman
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meapakenyatakan
maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu rygamggikan, menyulitkan,
menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Penmedaa pengancaman
diatur dalam pasal 368 dan 369 Kitab Undang-Undduigum Pidana bahwa

Pasal 368

(1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungiiansendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa orangldaingan kekerasan
atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatantpayang
seluruhnya atau sebagian adalah milik orang laintawa supaya
memberikan hutang maupun menghapus piutang, diandeaarena
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama semi#hun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat l§é)ylaku dalam tindak
pidana ini.”

Pasal 369

(1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkéansendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan ancamacgmearan baik
dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancamaan akembuka
rahasia, memaksa seorang supaya memberikan baresgati yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atean® lain, atau
supaya membuat hutang atau menghapuskan piutaagcalin dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pedgan orang yang terkena
kejahatan.”

30 Julian Dwi Prasetyo,Kajian Yuridis Kriminologis Mengenai Tindak PidaRe@merasan Oleh Pengamen Jalanan
Dihubungkan Dengan Pasal 368 Kuhp Jo Perda No.dlum 2005 Tentang K3 Kota Bandunkripsi ilmu hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 20a %4
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Pemerasan dan pengancaman merupakan tindak pidamgq serupa,
dikarenakan memiliki tujuan, maksud, dan perbuatang dilarang dengan
serupa serta kedua tindak pidana tersebut sama+samdiki unsur memaksa
didalamny&®. Tindak kejahatan dalam pasal 368 Kitab UndangadgdHukum
Pidana merupakan pemerasan dengan kekeréfaersing). Unsur-unsur

pemerasan diantaranya adalah :

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Pasal 368 KUHP

UNSUR OBJEKTIF UNSUR SUBJEKTIF

Dengan maksud untuk menguntungkan

Perbuatan memaksa .. .. .
diri sendiri atau orang lain

Pihak yang dipaksa Dengan melawan hukum?32,

Untuk memberikan barang yang sama sekali
atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu
sendiri atau kepunyaan orang lain, atau
membuat utang atau menghapuskan piutang
Memaksa-nya dengan memakai kekerasan atau
ancaman kekerasan.

Frasa memaksa sendiri memiliki arti dalam hal ielakukan tekanan pada
orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yahgi@nan dengan kehendak
sendiri. Memaksa orang lain untuk memberikan bargregsendiri merupakan
tindakan pemerasan. Pemerasan terjadi karena Olsababeberapa faktor
diantaranya faktor ekonomi, faktor kebutuhan higapg semakin meningkat
dan faktor lainnya. Pemerasan sendiri selalu dntidan dengan tindakan
korban memberikan barang kepada pelaku pemerasggahbarang tersebut
sampai ditangan pelaku pemerasan. Namun, tindakngigpemerasan tidak
selalu barang yang diberikan harus ada di tangtakypeemerasan. Selama
tindakan tersebut memenuhi unsur yang terdapatdadasal 368 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, maka tindakan tersebut bisatetjorikan ke dalam
tindak pidana pemerasan. Pemerasan dan penganoamahki beberapa jenis
tindakan hal tersebut bisa dilihat sesuai dengauadan, kondisi dan situasi
Ketika terjadi tindak pidana tersebut. Dalam Kitdhdang-Undang Hukum

Pidana sendiri pemerasan dibagi menjadi 3 (tigeddai yaitu pemerasan tanpa

31 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda(Jakarta : Media Nusa Creative (MNC Publishing) B0BIm 59.
%2 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidah&Bogor : Politeia, 2013), him 256-257.
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ancaman, pemerasan dengan ancaman (pengancamapgrdarasan dalam
kalangan keluarga. Biasanya pemerasan dan pengancgmga timbul dari
tindak pornografi yang dimanfaatkan pelaku untukmees atau mengancam

korbannya yang bertujuan untuk menguntungkan pelaku

“Though blackmail can happen in a range of veryadé#nt circumstances,
in most cases it can be classified into three brdgoes: extortion,
coercion, and commercial pressure. Extortion uguallolves some sort
of monetary transaction in exchange for keepingtaterinformation
private. Coercion, on the other hand, usually deeilth actions: someone
can convince another to do some activity, usuallgrime, in order to
prevent the spread of something like a story ort@h&ommercial
pressure involves business decisions. This can takieus forms, but
usually requires steep payouts in exchange fonsdeon certain topics
like investment fraud or other violations of corpte law or ethics”
(meskipun pemerasan dapat terjadi dalam berbagaiakee yang sangat
berbeda, dalam banyak kasus pemerasan dapat filldsiian menjadi
tiga jenis besar : pemerasan, paksaan atau pemgancalan tekanan
komersial. Pemerasan biasanya melibatkan semaearsaksi moneter
dengan imbalan menjaga kerahasiaan informasi tartBemaksaan atau
pengancaman, di sisi lain, biasanya berkaitan detigdakan seseorang
dapat meyakinkan orang lain untuk melakukan belaeraktivitas,
biasanya kejahatan, untuk mencegah penyebarartisesparti cerita atau
foto. Tekanan komersial melibatkan keputusan bis#es ini dapat terjadi
dalam berbagai bentuk, tetapi biasanya memerlukambpyaran sebagai
imbalan untuk diam pada topik tertentu seperti pegun investasi atau
pelanggaran hukum atau etika perusahaan laifiya)

Sedangkan pada pengancaman merupakan tindak lejalpgtmerasan
dengan menistéafdreiging atau chantagePerbedaan antara pemerasan dan
pengancaman terletak pada alat yang digunakan umaknaksa. Pada
pemerasan digunakan kekerasan atau ancaman kekesadangkan pada
pengancaman digunkana menista atau menista demgdaratau akan membuka
rahasia. Pemerasan dan pengancaman merupakanadehk. Delik aduan
sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik aduasabt dan delik aduan relatif.
Delik aduan(klacht delic) merupakan delik yang membutuhkan pengaduan
untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. kDetiuan sendiri memiliki

ketentuan dalam pelaksanaannya diantara-nya :

33Florence J. TiptorfWhat Are the Different Types of Blackmail@nline),https://www.mylawquestions.com/what-are-th
different-types-of-blackmail.htm, (mylawquestioreg, 2012).
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1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban lagg®lamun, apabila
korban belum memiliki kecakapan hukum maka dapagkiikan oleh
orang tua atau wali korban

2. Jika korban telah meninggal dunia, pengaduan dhla&ukan oleh suami
atau istri atau anak yang masih hidup, kecuali égp&brban meninggal
tidak menghendaki penuntutan

3. Pengaduan hanya dapat dilakukan dalam 6 (enant) bejak orang yang
berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dayatidgindonesia.
Namun, jika orang yang memiliki hak untuk mengathgdal di luar
negeri maka waktu-nya diperpanjang menjadi 9 (skxmpbulan

4. Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarikdepengaduan
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan caafik

Delik aduan relatif merupakan delik aduan yang dakan semua tindak
kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-UndanguruRidana. Delik aduan
relatif memiliki syarat dan kriteria tertentu medijaelik aduan. Contoh delik
aduan relatif diantaranya pencurian, pemerasapeiagancaman, penggelapan,
perusakan barang, penipuan. Sedangkan delik athsaluamenentukan bahwa
pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi dips@sssiatu delik. Perbuatan
yang termasuk dalam delik aduan absolut adalahhiesan, perzinahan, delik
kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin lari, peegman, delik penerbitan
tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-umaalagnnya®.

Perbedaan antara delik aduan absolut dengan deliknarelatif adalah
perbedaan sifat. Pengaduan dalam delik aduan abdiiyukan terhadap
perbuatan itu sendiri sedangkan dalam delik adwatift pengaduannya
ditujukan terhadap orang tertentu yang melakukaatustindak pidana dan
bukan terhadap peristiwva pidana-ffyaPemerasan termasuk kedalam delik
relatif dimana merupakan delik aduan pada umumyaya terjadi pada tindak
kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-UndangurulRidana. Sedangkan
pengancaman merupakan delik aduan absolut dikeaanp&ngaduan hanya
dapat dilakukan oleh korban atau orang yang terkadakan pengancaman itu

sendiri.

34 Eddy O.S. Hiariej,Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)(Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), him 147
35Nazilatul Fitria Amri,“Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak ialaUmur: Studi Komparatif Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam'Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Univessitdlam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, 1999, him. 52

36 Roky Rondonuwp“Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam KeluarBasal 367 Kuhpidana’Lex Administratum, Vol.
V/No. 1/Jan-Feb/2017, him 50.
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Tindak kejahatan pemerasan memiliki pasal pembdiratalamnya yaitu
pasal 365 ayat 2,3 dan 4 Kitab Undang-Undang HulRidana. Apabila

pemerasan tersebut dikategorikan ke dalam pemedasgan kekerasan, maka

pasal yang digunakan adalah pasal pemberat yagal gpeencurian dengan

kekerasan. Sedangkan dalam tindak kejahatan pemganctidak memiliki

pasal pemberat. Pemerasan juga bisa terjadi daklendan keluarga, hal
tersebut diatur dalam pasal 370 Kitab Undang-Undanigum Pidana bahwa

mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman dalaarga merupakan

delik relatif dikarenakan pelaku tidak dihukum atenya dituntut apabila ada

pengaduan dari pemilik barang tersebut. Berdasgrkaal 368 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana bahwa tindak pemerasan dapatkudin dengan

ancaman pidana paling lama penjara 9 (sembilaryntaNlamun ancaman

pidana tersebut dapat diperberat apabila :

1.

Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam datam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahraya agiabila
pengancaman dilakukan dijalan umum atau diatag&keye atau truk
yang sedang berjalan, maka diancam dengan pidanjar@ealing
lama 12 (dua belas) tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang ataih lsecara bersama-
sama, maka diancam dengan pidana penjara paling I#m(dua
belas) tahun.

Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dikkukengan
cara, merusak atau memanjat, memakai anak kunsu,ppérintah
palsu atau jabatan palsu, maka diancam dengangpmnara paling
lama 12 (dua belas) tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya lukathenaka diancam
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belashta

Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawwam@ang, maka
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 @iefas) tahun.

Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan lukat lz¢aa hilangnya
nyawa seseorang serta dilakukan oleh dua orangleléu secara
bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memhbaratk
sebagaimana yang diatur dalam 45 Pasal 365 ayau(2)1 dan 3
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka diancamatepglana
mati, pidana penjara seumur hidup atau pidanagsgama waktu
tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun pe#jara

37PrasetydKajian Yuridis Kriminologis Mengenai Tindak PidarPemerasan Oleh Pengamen Jalanan Dihubungkan Denga
Pasal 368 Kuhp Jo Perda No. 11 Tahun 2005 Tentéhidta Bandung” Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung, 2019, him. 44,
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Tindak kejahatan pengancaman dapat di ancam demgarman penjara
paling lama 4 (empat) tahun. Mengapa tindak pidgeemerasan dan
pengancaman hukuman pidana penjaranya lebih bena¢nasan. Hal tersebut
dikarenakan dalam pengancaman tidak ada tindakesrdsan hanya tindakan
menista saja yang dilakukan dengan lisan maupusatul Tindakan menista
hanya dapat menyinggung pencemaran nama baik ateaman kepada
korbannya. Sedangkan dalam pemerasan dapat tedj@ujan tindakan
kekerasan. Dalam hal itu, maka pemerasan jauh lediat ancaman pidana
penjaranya dibandingkan pengancaffiafPemerasan dengan pengancaman
dapat dikatakan perbarengan perbuatan pidana n@mugeermasalahan yang
bertalian dengan pemberian pidana. Perbarengairissetalah keadaan seorang
melakukan beberapa tindak pidana dalam hal yangkukbn lebih awal
pembuatannya belum dijatuhi pidana, dan jika sudigtuhi pidana, pidana

tersebut belum dijalaninya

Kasus pemerasan dan pengancaman semakin marak ekmiemyang
digunakan bermacam-macam dalam tindakan kejahataebut. Salah satu
metode yang saat ini banyak digunakan adalah mefmieerasan dan
pengancaman menggunakan media sosial. Pemerasanpatajancaman
menggunakan media sosial mempermudah pelaku daklakukan tindakan
tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalaedia sosial pelaku juga bisa
tidak menunjukkan identitas asli-nya serta pelakyaj memiliki kemudahan
dalam mengakses kepada korban-nya. Pelaku jugiipexpabila melakukan
pemerasan dan pengancaman melalui media sosiakupglilit terdeteksi oleh
pihak yang berwajib dikarenakan adarg@onimus(tidak memiliki identitas
atau tidak menampakkan identitas asli). Tindakangrasan dan pengancaman
media sosial yang banyak terjadi adalah penyehainaio atau video pribadi
milik korban. Biasa-nya pelaku melakukan pemerasi@mgan meminta
sejumlah uang lalu pelaku memberikan ancaman kepgamthan untuk
disebarkan photo atau video pribadi milik korbaka jkorban tidak ingin

memenuhi permintaan pelaku.

38Putu Ary Prasetya NingrurtPenegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Beogman Yang Ditujukkan Dengan
Ucapan Dan Hinaan; Vol 4, No 1 (2020), him 43.
3¥Masruchin Ruba’i, Buku Ajar Hukum Pidarfa(Malang : Media Nusa Creative (MNC Publishin@22), him 221.
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Perbuatan pemerasan dan pengancaman yang diaann #alab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi daansaksi
Elektronik memiliki perbedaan. Perbuatan pemeratksan pengancaman yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikglokan kedalam
kejahatan konvensional sedangkan pada perbuatagrasam dan pengancaman
yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Taksis Elektronik
dikelompokan kedalam cybercrime. Perbedaan perbuataebut dapat dilihat
dari perbedaan antara kejahatan konvensional daerayme diantaranya
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbedaan K g ahatan Konvensional dan Cybercrime

NO KEJAHATAN KONVENSIONAL CYBERCRIME

Tidak ada penggunaan Teknologi | Terdapat penggunaan Teknologi
1.

Informasi secara langsung Informasi

Alat bukti adalah bukti fisik (terbatas
2. Alat bukti digital
menurut pasal 184 KUHAP)

Pelaku dan korban pada umumnya Pelaksanaan kejahatan non fisik

3.

berada dalam satu tempat (cyberspace)

Pelaksanaan penyidikan  melibatkan | Proses penyidikan melibatkan
4.

laboratorium komputer laboratorium forensic Komputer

Sebagian proses penyidikan dilakukan
Proses penyidikan memperlihatkan ada
5. dengan menjelajahi cyberspace (virtual
pada dunia nyata
undercover)

Tidak ada penanganan komputer | Penanganan computer sebagai Tempat

sebagai TKP Kejadian Perkara/TKP

Dalam proses persidangan, keterangan
Proses persidangan, tidak menggunakan
7. ahli menggunakan ahli  Teknologi
ahli Teknologi Informasi
Informasi/ TI*°.

40 Nurlely Darwis"Kriminology Pada Bidang Kebijakan “Cyber Securty”Jurnal llmiah Hukum Dirgantara—Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol@niép.2, Maret 2019, him 31
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Tindak kejahatan konvesional menurut kepolisian,rupakan tindak
kejahatan yang dilakukan secara konvensional (utazimi), dimana pelaku
dan korban biasanya berada dalam satu lokasi. Kikeéghatan jenis ini

biasanya tidak melibatkan penggunaan teknologiinési:.

Cybercrime itu sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yaagu b
ataukah suatu bentuk kejahatan konvensional yamgrhanya menggunakan
teknologi sebagai sarana dan prasarana serta rsagarasebab karakteristik
dari cybercrimehampir mirip dengan kejahatan konvensional, dimsalah
satu contohnya pada saat melakukan kejahatan pgsnedan pengancaman
dengan menyebarkan sebuah video atau foto sebagmnan dan pencemaran
nama baik atau ancaman lainnya seperti pada kejalpda umumnya atau
konvensional dimana modusnya adalah menggunakabasah kertas yang di
tempelkan di muka umum atau melakukan pemerasarsse®rbal antara
individu yang satu dengan yang lainfd/a

Cybercrimemenmiliki karakteristik diantaranya adalah bahwaakegan ini
menggunakan sarana-sarana yang berhubungan deowgputer dan internet,
bentuk perbuatan yang dilakukan secara illegal péghku di dalancyberspacge
suatu kejahatan yang dapat melintasi batas-batgaranedi seluruh dunia
sehingga terkadang sulit menentukan yuridiksi hukgsndan kejahatan ini
dapat merugikan yang cukup bé8arTerdapat beberapa jent/bercrime
berdasarkan aktivitasnya adalah diantaranya akdek tah (unauthorized
access to computer system and seryioHgnse against intellectual property
illegal contents cyberstalking, hacking atau cracker, cybersquattirgp
spoofing, carding, defacing, phising, spamming,waaé, jamming, spoofing,
cyber espionage, infringements of privacy, datadoy, cyber sabotage, dan
sniffing.

41 Mella Indah Luckytasari;Analisis Spasio-Temporal Hotspot Tindak KejahaRencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)
Di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018kripsi pada Fakultas Geografi Universitas Muhadiyah Surakarta, 2020,him 1
42 Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti dan NitdyAni, “Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak
Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekongriiirnal Reformasi Hukum, Vol.XXIVNo. 2, Juli-Desbker 2020,
Hal.169-188, him 175

43 Hendry ChohwanadfUrgensi Kriminalisasi Terhadap Tindakan "Spamminalam Hukum Pidana Di IndonesiaSkripsi
llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bravdjd§alang, 2012, him 57

44 Eliasta KetareriCybercrime, Cyber Space, dan Cyber Lawtirnal TIMES , Vol. V No 2 : 35-42 , 2016, him-39
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Perbuatan pemerasan dan pengancaman bisa dikkggoybercrime selain
perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tegirioformasi, perbuatan
tersebut juga dapat dikategorikan jerdgbercrime illegal contentgaitu
kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan datardtamasi ke internet
tentang hal yang tidak benar, tidak etis, dan ddatggap sebagai tindakan
hukum yang melanggar hukum atau mengganggu, meajmnyebaran
pornografi atau berita yang tidak beffaPemerasan dan pengancaman media
sosial diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 2kmUndang No. 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. hiinf2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

Pasal 27 ayat 4

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataembuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumereki&Ebnik yang
memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengaiminformasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang besistaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 4, yaitu:

1. Unsur Subjektif, adalah kesalahan pelaku yang datamusan
ketentuan undang-undang disebut "dengan sengai@yarbahwa
kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melajauran pesan
singkat harus dilakukan dengan unsur sengaja beldlagsi niat,
sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupgajsekan
keharusan ;

2. Unsur objektif, adalah perbuatan melawan hukumaggkian unsur
objektif dalam pasal 27 ayat 4 adalah sebagai berik

1. Tanpa hak

2. Mendistribusikan

3. Mentrasmisikan

4. Membuat dapat diakses
5. Mengirimkan

45 Andysah Putera Utama Siaha#elanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksilldonesia”, Jurnal Teknik Dan
Informatika Vol.5 No.1 Januari 2018, HIm 7
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6. Objeknya, adalah informasi dan/atau dokumen elelitrgang
memuat pemerasan dan/atau pengancéman

Fokus pada pasal 27 ayat 4 adalah perbuatan ddakoleh seseorang
ataupun organisasi atau badan hukum dan disampsécana terbuka maupun
tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan umtelkguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupangancam akan
membuka rahasia, mengancam menyebarkan data prid@dpribadi, dan/atau
video pribadi. Sedangkan fokus pada pasal 29 agald& perbuatan pengiriman
informasi berisi ancaman kekerasan atau menakuittingng ditujukan secara
pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengangkan merusak

bangunan atau harta benda dan merupakan delik tfimum

Dalam perumusan ketentuan pasal 27 ayat 4 yanggaboggkan tindak
pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satmtukete tetap
menimbulkan masalah karena kedua tindak pidanaletsjenis deliknya
berbeda. Selain itu dalam pasal 29 juga dapat nirdkan permasalahan
dikarenakan dalam pasal tersebut hanya mengatugenanorang saja yang
melakukan tindak pidana pengancaman melalui tekmotetapi koorporasi
tidak diatur dalam pasal terseBfutPemerasan dan pengancaman dengan
menggunakan media elektronik dapat diancam dengiuanian berdasarkan
pasal 45 ayat 1 dan pasal 45B Undang-Undang Nd.ab@n 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008aiigrinformasi dan
Transaksi Elektronik bahwa

Pasal 45 ayat 1

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakdiséibusikan

dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dap&isdsnya Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memilmuatan

pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaledach Pasal

27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paliagé 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 & (wiliar rupiah).”

46 Andi Irriana D Sulolipy “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesingkat”, Al-Ishlah: Vol.21 No.1 Mei 2019,
him 49.

4’Muhammad Genantan SaputfBedoman UU ITE Dinilai Multitafsir, Pasal 27 Temg Penghinaan Jadi Titik Lemah”
https:/lwww.merdeka.com/peristiwa/pedoman-uu-itatai- multitafsir-pasal-27-tentang-penghinaan-jétlk-lemah.html,
(Merdeka.com2021).

48Sylverio Chris TalinusdTindak Pidana Pemerasan Dan/Atau PengancamaraMeBarana Internet Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, him 166.
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Pasal 45B

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak gmiemkan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikngéerisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secambadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana depgiana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda palibgnyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rdpia

“Accordingly, | propose to distinguish two diffeteforms of blackmail:
legal blackmail is the unlawful conditional threatdo that which is legal;
moral blackmail is the morally wrongful condition#iireat to do that
which is morally permissiblédn analysis that vindicates legal blackmail
is normative or prudential; one that vindicates mloblackmail is,
depending on one's metaethics, metaphysical or ggrhconceptual”
(Sebuah analisis yang membenarkan pemerasan huttalihanormatif
ataukehati-hatian; salah satu yang membenarkanrpsaremoral adalah,
tergantung pada metaetika seseorang, metafisikaataungkin
konseptuafy.

2.2.1 Pelaku Pemer asan dan Pengancaman

Pelaku(pleger)menurut Satochid adalah barangsiapa yang memenuhi
semua bagian inti yang terdapat dalam perumusanvpmsan delik.
Bahwa Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa pe{plager)adalah
barangsiapa memenuhi bagian inti delik termasué fledik dalam bentuk
percobaa®. Van Bemmelen dan van Hattum mendefinisikan pelaku
adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atang yang
memenuhi semua unsur dari rumusan ékliRerdasarkan pasal 55 ayat
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelakdatirpidana itu
dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri tindak

pidana. Bahwa untuk menentukan seseorang sebagay ya

melakukan, pembuat pelaksana tindak pidana seergepaan
adalah dengan 2 (dua) kriteria yaitu :

a. Perbuatanya adalah perbuatan yang menentukan
terwujudnya tindak pidana.

b. Perbuatanya tersebut memenuhi seluruh unsur tipidak&2.

2. Medeplegeradalah orang yang melakukan kesepakatan dengan
orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidara sgcara

49Mitchell N Berman,'Blackmail” , Oxford University Press, 2009 U of Texas Law, IRubaw Research Paper No. 152, him
6.

50 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & PerkembangghrfMedan : PT SOFMEDIA, 2018), him 507.
51Eddy O.S, Op.Cit, him 356.

52 Marolop Butar Butar, Henry Getsemani Sembiritigadication Of Criminal Act Of Stealing By Violay In Deli Tua

Area”, Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal llmu Hukum Prima, hirh.
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bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaa
perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepBkatalam
medeplegeterdapat 3 (tiga) ciri penting diantaranya :

a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua oreng a
lebih.

b. Semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerfaasa
secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaabuptan
pidana yang terjadi.

c. Terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetutatgpi
memang telah merupakan kesepakatan yang telah
direncanakan bersama sebeluntiya

3. Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan
perantaraan orang lain, sedang perantara itu hadig@nakan
sebagai alat, sehingga dengan demikian ada du, pyatu
pembuat langsun@manus ministragan pembuat tidak langsung
(manus domina)Unsur-unsur yang harus terpenutgenpleger
adalah sebagai berikut :

a. Alat yang digunakan adalah manusia
b. Alat yang digunakan melakukan perbuatan

c. Alat yang digunakan tidak dapat bertanggungjawahs at
perbuatan yang dilakukan kecuali diluar perbuatamgydisuruh
doenpleget*.

4. Uitlokker adalah orang yang membujuk orang lain untuk
melakukan suatu tindak pidana atau dinamakan jweganpana
(intelectueel dader) Sedangkan orang yang dibujuk adalah
uitgelokté&®.

2.2.2 Alat Bukti

Pembuktian dalam aspek hukum adalah suatu kegratamndilakukan
baik oleh seseorang yang sedang berperkara dafeah raukum perdata
dalam hal ini sebagai penggugat atau tergugat, umalpgiatan yang
dilakukan oleh penegak hukum yakni penuntut umuau gienasihat
hukum dalam ranah hukum pidana dimuka persidanggremigadilan
terhadap suatu perkara yang sedang terjadi dengian mmemberikan,
menyatakan atau menunjukkan segala sesuatu yangpakan bukti-
bukti yang berkaitan dengan suatu perkara, sehidggdukti-bukti yang
disampaikan tersebut dapat memberikan keyakinaadeepakim yang

53 Agusman HeriYAnalisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyert&Rembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.
B/2017/PN Medan 2018)Vol. 1 No. 2 Desember 2018, him 132.

54Frans Satriyo WicaksonoPanduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pled@lgkarta : VisiMedia, 2009), him 154.

5 Syarif Saddam RivanieHukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronlik@rang Lair', (Surabaya : Jakad
Media Publishing, 2020), him 37.
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mengadili perkara dan menjadi bahan pertimbang&mhdi pengadilan
untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tef8eBetdasarkan pasal
184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidatana

Pasal 184 ayat 1

“Alat bukti yang sah ialah :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

C. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa”.

1. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dpéakara pidana
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suastiye pidana
yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alamidsendengan
menyebut alasan dari pengetahuannyd’.itesaksian adalah
kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidartgatang
peristiwa yang disengketakan dengan jalan pembedta secara
lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah gHtak dalam
perkara yang dipanggil di persidangfanSeorang saksi dalam

Persidangan harus memenuhi beberapa persyaratdaardiaya :

Tabel 2.3 Persyaratan Menjadi Saksi Persidangan

SYARAT FORMIL SYARAT MATERIL
Menerangkan apa yang saksi
lihat dan alami sendiri;

Bukan merupakan pendapat
atau kesimpulan sendiri;

Berumur 15 tahun keatas

Sehat akalnya

Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan
semenda dari salah satu pihak menurut | Saling bersesuaian satu
keturunan yang lurus kecuali undang- | dengan yang lain; dan

undang menentukan lain.
Tidak dalam hubungan perkawinan dengan | Diketahui sebab-sebab saksi
salah satu pihak meskipun sudah bercerai mengetahui peristiwanya.

56Rahman Amin, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perda(xdgyakarta : Deepublish,2020), him 16.
57Bastianto Nugrohd:Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Psi&un Hakim Menurut KUHAR"Y uridika:
Volume 32 No. 1, Januari 2017, him 20.

58Enju JuandaKekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menutuikum Positif Indonesig”Jurnal limiah Galuh Justisi
Vol 4, No 1 (2016), him 32.
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2.

Tidak ada hubungan kerja dengan salah
satu pihak dengan menrima upah kecuali
undang-undang menentukan lain

Tidak bertentangan dengan
akal sehat®®,

Menghadap di persidangan

Mengangkat sumpah sesuai dengan
agamanya

Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk
kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan
dengan bukti lain; dan

Dipanggil masuk ke ruang sidang dan
memberikan keterangan secara lisan.

Hakim dalam hal mengambil keputusan melalui kegmansaksi
harus mempertimbangkan keterangan saksi satu deagarnyang
lainnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ay&it&#h Undang-
Undang Hukum Pidana. Jenis-jenis saksi Persidaragalah

sebagai berikut :

1. Saksi yang meringankaa ¢le chargejnerupakan saksi yang
diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan p&rabe
atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ildndasi
oleh ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukaara#
Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VO1/Q.

2. Saksi yang memberatka(a charge) adalah saksi yang
keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi
biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi koijbga
termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.

3. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/tevdajang
dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yaegama-

sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi naahkot

didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau dlad#oi
salah seorang tersangka atau terdakwa lainnyalyensgma-

sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana

kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapunkatah
yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdédnsabut

adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap

perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yamgasa
ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengaditau
dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakdkan

Berdasarkan pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undankuidu
Acara Pidana berbunyi bahwa keterangan ahli merpak

keterangan sesorang yang memiliki keahlian khugaisg mana

59Remincel RemincelKedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana’ol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019 Ensiklopedidotirnal,

him 271

80 Anandito Utomo,'Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, Dan A(i®Bnline),
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasablic7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--rtektkan-alibi/,

(hukumonline.con2019).
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keterangan tersebut akan digunakan sebagai pertgabhahakim
dalam pengambilan keputusan. Seorang ahli memioerika
keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki ardal
persidangan yang sedang ditanganinya. Keterangaarge ahli
tidak perlu diperkuat dengan sebab keahliannya atau
pengetahuannya. Hal yang diterangkan seorang dhlala suatu
penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulapexgbargaan

itu berdasarkan keahliannya. Syarat keterangaasga@hli adalah

sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala

sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup kehaliannya.

b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itlahda
berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang

diperiksa.

Apabila terdapat keterangan seorang ahli yang tidaknenuhi
salah satu syarat atau kedua syarat, maka keteraaigja itu
tidaklah berharga dan harus diabaféamBahwa apabila seorang
ahli telah dipanggil menurut Undang-Undang olehimakntuk
memberikan keterangannya sebagai seorang ahlikeiaudian
mengabaikan panggilan tersebut atau dengan setidakahadir
untuk memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undamdpng
harus dipenulf, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal
224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Acara Hukum Piddrahwa

alat bukti surat dapat dijelaskan secara teoréfsia :

A. Alat bukti surat harus dengan tinjauan PeraturamriR&ang-
undangan. Sebuah alat bukti surat harus mementéntkan
formal dalam pembuatannya serta dibuat dan bezisr&ngan
resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pearbu
serta keterangan yang terkandung dalam surathbatiatas
sumpah jabatan, maka ditinjau dari segi formal lalgti surat
seperti yang disebut pada pasal 187 huruf a, b,cdditab

61Prisco Jeheskiel Umbotfungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterandaalam Proses Perkara Pidanal’ex
Crimen Vol. Il/No. 2/Apr-Jun/2013, him 120.
62 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengant@takarta : Prenada Media, 2014), him 250.
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat lyakii
bernilai sempurna, dengan sendirinya bentuk darstsat
tersebut:

1. Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alati buk
yang lain (alat bukti keterangan saksi, alat bukti
keterangan ahli atau alat bukti keterangan terdgkwa

2. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan
bentuk dan pembuatannya;

3. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangag ya
dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang
isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan
dengan alat bukti yang lain.

Jenis dibagi menjadi 4 (empat) yaitu berita acaragirat lain
dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umungya
berwenang atau yang dibuat di hadapannya, surgtdianat
menurut ketentuan peraturan perundang-undangarat sur
keterangan dari seorang Ahli dan surat lain yanyaalapat
berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari aathuktian
yang lairf3.

B. Ditinjau Secara Materiil Kalau ditinjau secara mgltenaka
semua alat bukti yang disebut dalam pasal 187 Kitatang-
Undang Hukum Acara Pidana bukanlah merupakan akit b
yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan
pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai pemlawkyang
bersifat bebas, seperti yang dipunyai oleh alat laaian
keterangan saksi, alat pembuktian keterangan &fakim
bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakampatd
menggunakan atau menyingkirkanffya

4. Alat bukti petunjuk merupakan suatu alat bukti yad@lam
penerapannya sering mengalami kesulitan. Alat bpktunjuk
sendiri diatur dalam pasal 188 ayat 1 Kitab Undéingang
Hukum Acara Pidana. Kurang kehati-hatian hakimmaleemutus
perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk selsagaéu alat
bukti dapat menjadi putusan yang sewenang-wenaagené
didominasi dengan penilaian yang subjéRtiAlat bukti petunjuk

hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangé&sisaurat dan

63 Cahyo Handokd;Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybeme Di Pengadilan’; Jurisprudence, Vol. 6 No.
1 Maret 2016, him 7

64Geraldo Angelo LuntungafiSurat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-UmgdaHukum Acara PidangLex Crimen
Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, him 58.

85Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih ¥tiJi‘Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Ac®&idana”,
Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015, him 9.
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keterangan terdakwa saja. Syarat alat bukti petwagalah sebagai

berikut :
Tabel 2.4 Syarat Alat Bukti Petunjuk
SYARAT ALAT BUKTI PETUNJUK
1. Adanya perbuatan, kejadian, | 3. Alat bukti petunjuk hanya dapat

keadaan yang bersesuaian;

dibentuk melalui 3 (tiga) alat
bukti, vyaitu keterangan saksi,
surat dan keterangan terdakwa.

2. Ada 2 (dua) persesuaian, yaitu;

a) Bersesuaian antara masing-
masing perbuatan, kejadian dan
keadaan satu dengan yang lain,
maupun

b) Bersesuaian antara perbuatan,
kejadian, dan atau keadaan
dengan tindak pidana yang

4. Dengan adanya persesuaian
yang demikian itu menandakan
(menjadi suatu tanda) atau
menunjukkan adanya 2 (dua)
kejadian, ialah:
a) Menunjukkan bahwa benar
telah terjadi suatu tindak
pidana, dan

didakwakan; b) Menunjukkan

pembuatnya. ¢,

siapa

5. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatdkaidang
tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dikessmdiri atau
alami sendiri. Pada prinsipnya hanya keterangaaksva yang
diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakimaksdang,
hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau peaasetkum
yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupyangkalan
yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang ®&allat bukti
keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang satkaat dalam
perkara pidana (pembuktian perkara pidana); namuasiim
selalu/harus diperlukan pembuktian dengan alatibdg lain

kekuat

pembuktian yang sah atau kuat sebagaimana diakamdsitab

(keterangan saksi), sehingga mempunyai nilai
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menjatuhkan
pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alatyangisah yang

kemudian dari dua alat bukti tersebut hakimemperoleh

86Dedi Hartono Latif,'Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umienurut KUHAP", Lex Administratum, Vol.
IV/No. 3/Mar/2016, him 209.

§7Elvira Susi,"Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarikasal 189 KUHAP; Lex Crimen Vol. VIII/No.
3/Maret/2019, him 134 .
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keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan beeaar

terjadFpe.

2.2.2.1 Alat Bukti Digital

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik wl@tau
dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan forhaih
persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undiafogmasi
dan Transaksi Elektorrfik “Broadly defined, e-evidence is
electronically-stored information on any type ofrqmuter device
that can be used as evidence in a legal actiii’ definisikan
secara luas, bahwa alat bukti elektronik adalabrimési yang
disimpan secara elektronik pada semua jenis peaaicgknputer

yang dapat dijadikan alat bukti dalam suatu pegouatikumY®.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tab(8 2
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahweat &lukti
elektronik yang sah dibagi menjadi informasi elekik dan/atau
dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Setiykti
elektronik yang dianggap sah apabila menggunakatensi
elektronik. Serta bukti elektronik dapat digunakkam proses
persidangan kecuali bukti surat yang harus dibaerikalam
bentuk tertulis atau surat beserta dokumennya yaegurut
Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta hatari akta
yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan Kementerian Informasi dan Komunikabinza
jenis-jenis bukti elektronik dibagi kedalam beberdgategori

diantaranya :

81zmi Afifurahman KD Asimin,“Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pentlauinya Menurut Pasal 183
KUHAP”, Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018, him 126.

69 Saufa Ata TagiyydSyarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronikttps://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-
kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461, (Hukomfine.com 2021).

°Linda Volonino,“Electronic Evidence and Computer ForensikSgmmunications of the Association for Information
Systems (Volume 12, 2003) 457-468, him 459.
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Tabel 2.5 Jenis-Jenis Bukti Elektronik
ALAT BUKTI ELEKTRONIK

E-mail, alamat E-mail (surat elektronik) File berbentuk image
File word processor/Spreedsheet Web browser bqokmarks atau
cookies
Source Code perangkat lunak Kalender atau to do list’.

Association of Chief Police Officers (ACP@gmberikan empat

prinsip dalam penanganan alat bukti elektronikiuyai

1. Semua penanganan terhadap alat bukti elektroniitu(ya
data yang diperoleh dari komputer atau media
penyimpanan, atau alat dan perangkat elektroni {&ing
dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh
mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakaulagrha
data agar dapat diterima di pengadilan.

2. Dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus
mengakses data original yang terdapat dalam komatzte
media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memili
kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu
memberikan penjelasan mengenai relevansi tindalkanny
terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu.

3. Bahwa harus ada prosedur dan proses yang jelas yang
diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat
bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat
penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemua
barang bukti yang mengandung alat bukti elektronik,
pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa dan
pelaporan.

4. Harus ada pihak atau pejabat yang bertanggungjantalk
memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta keseluruhamspros
dan prosedur yang dimakstd

“E-evidence can also come in the from of such thiag
audit trails, access control data and other nonaped
information. E-evidence can also take the formesidual
data-that is, data that remains on hard drives afieing
"deleted", or in printer and fax memories. The ashibility
of all of these forms of e-evidence is determineithé same
evidentiary standards that apply to all other forraf
evidencé. (Bukti elektronik juga dapat berasal dari hal-hal
seperti jejak audit, data kontrol akses, dan inemimon-
cetak lainnya. Bukti elektronik juga dapat beruptadsisa,
yaitu data yang tertinggal di hard drive setelaimndgus",
atau dalam memori printer dan faxs. Diterimanya sem

7Eddy Army, ‘Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan(Jakarta : Sinar Grafika, 2020), him 108.
72|nsan Pribadi;Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pefilath Pidand, Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari
2018: 109 — 124, him 121.
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bentuk bukti elektronik ini ditentukan oleh standar
pembuktian yang sama yang berlaku untuk semua kentu

bukti lainnyay?.
Dalam mendeteksi suatu alat bukti elektronik itsabdigunakan
sebagai alat bukti yang sah atau tidak dalam pangah perlu
adanya peran dari sebuah teknologi khusus yantputiskgital

forensik.

Di dalam digital forensik, terdapat 3 (tiga) tahdgsar yang
harus dilakukan oleh orang yang melakukan digtaérisik. 3
(tiga) tahap tersebut adalah :

1) Write protect yang dapat diartikan sebagai mengunci data

asal dari informasi elektronik dan/atau dokumektedmik

sebelum melakukan digital forensik. Write protect
dilakukan agar data asal yang akan dilakukan digita

forensik tidak mengalami perubahan, baik itu pereimab,
pengurangan maupun penghapusan data ;

2) Forensik imaging yang dapat diartikan sebagai tindakan
untuk mendapatkan data yang serupa dari data tmal a

dikenal dengan istilah clonning. Forensic imagimg i
dilakukan terhadap data asal yang sudah di wribéept,
dari forensik imaging ini akan didapatkan data yeemtik
dengan data asal yang disebut image file. Di KeoiiRI

sendiri terdapat Peraturan Kapuslabfor Nomor 1 fiahu
2014 tentang Standar Operating Proceedur (SOP)ndala

melakukan forensik imaging ;

3) Verifiying, yang dapat diartikan sebagai tahapan untuk

menilai hasil dari forensik imaging, yaitu data gadi
clonning harus identik dengan data asal. Untuk reeigi
identik atau tidak identik, dapat dilihat dari mikesh dari
image file.

Dari ketiga tahapan tersebut, maka di dalam pergaia Hakim
dapat menanyakan kepada ahli mengenai tahapandidgal
forensik yang dilakukan selama proses penyelidikdan

penyidikarf*.

Forensik digital merupakan bagian dari ilmu for&ngang

melingkupi penemuan dan investigasi materitajdayang

7*Paul R Rice,Corinne CoopéElectronic Evidence: Law and PracticfNewyork : American Bar Association, 2005), him 1.
74 H. Santhos Wachjoe PRPenggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektk Sebagai Alat Bukti Persidangan The
Usage Of Electronic Information And Document Asi€&vidence”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1rétla

2016 : 1-18, him 15.
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ditemukan pada perangkat digital. Forensik digitabat dibagi
lebih jauh menjadi forensik yang terkait dengan gater(host,
server) jaringan (network) aplikasi (termasukdatabasg dan

perangkaf(digital devicesy.
Forensik digital juga didefinisikan sebagai :

“The use of scientifically derived and proven meiho
toward the preservation, collection, validation,
identification, analysis, interpretation, documetita, and
presentation of digital evidence derived from dibit
sources for the purpose of facilitation or furthegi the
reconstruction of events found to be criminal, elpging to
anticipate unauthorized actions shown to be disugpto
planned operatioris(penggunaan metode yang diturunkan
secara ilmiah dan terbukti menuju pelestarian,
pengumpulan, validasi, identifikasi, analisis, iptetasi,
dokumentasi, dan penyajian bukti digital yang balrdsri
sumber digital untuk tujuan: memfasilitasi atau
melanjutkan rekonstruksi peristiwa yang ditemukan
sebagai tindak pidana, atau membantu mengantisipasi
tindakan tidak sah yang terbukti mengganggu rencana
operasile.

“Digital forensics was once a niche science thatswa
leveraged primarily in support of criminal invesiigpns,
and digital forensik services were utilized onlyidg the
late stages of investigations after much of theitalig
evidence was already spoiled. Now, digital forensik
services are sought right at the beginning of gfiets of
investigations — criminal, civil, military and caopate”
(Forensik digital pernah menjadi ilmu khusus yang
dimanfaatkan terutama untuk mendukung investigasi
kriminal, dan layanan forensik digital telah hanya
digunakan selama tahap akhir penyelidikan setedalydk
bukti digital sudah rusak. Sekarang, layanan fdkens
digital adalah dicari tepat di awal semua jeniestigasi —
kriminal, sipil, militer dan perusahadn)

75 Budi Raharjo, Sekilas Mengenai Forensik DigitalJurnal Sosioteknologi, FSRD-ITB, Edisi 29, Tali2) Agustus 2013,
him 384

76Mark Reith, Clint Carr, Gregg GunstAn Examination of Digital Forensik Models'International Journal of Digital
Evidence Fall 2002, Volume 1, Issue 3, him 2.

77G. Peterson, S. Shenoi (Ed$Advances in Digital Forensiks \/"(Orlando, Florida, USA : IFIP International corgace on
digital forensiks, 2009), him 18.
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Menurut National Institute of Standards and Tecbgyl
(NIST) terdapat 4 (empat) tahap dalam forensik taligi
diantaranya :

1. Collection merupakan tahap pengumpulan data, yang

selanjutnya akan di identifikasi, pemberian label,
perekaman data yang diperoleh dari sumber data yang

relevan dan menggunakan prosedur yang sesuai gehing
integritas data dapat dipertanggunagjawabkan.

2. Examinationuntuk melakukan pemeriksaan terhadap data
yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi
metode otomatis dan manual, sehingga dapat melatai
melakukan ekstraksi data dengan tetap menjagaritagg
data.

3. Analysis menggunakan metode dan melakukan
dokumentasi terhadap setiap langkah yang dilakukan,
sehingga dapat memperoleh informasi yang berguna da
menjawab masalah-masalah dalam proses pemerikaaan d
pengumpulan data.

4. Reportinguntuk melaporkan hasil dari analisa. tahapan ini
meliputi beberapa prosedur diantaranya penjelasan
bagaimana data diperoleh, penjelasan dari setigikan
yang dilakukan, penjelasan bagaimana alat dan gwose
yang dilakukan dan rekomendasi untuk perbaikan dari
proses forensik.

Forensik Association of Chief Police Officers (ACPO)
merupakan organisasi yang berasal dari hasil lerjasasosiasi
kepolisian di Britania Raya dengan perusahaan 7®a&@oman
ACPO juga diadopsi oleh Pusat Laboratorium Foremsksi
Republik Indonesia yang tertuang dalaé®tandar Operating
Procedure (SOPpenangangan barang bukti elektronik dan/atau
bukti digital®. SedangkarNational Institute of Standards and
Technology (NISTadalah laboratorium ilmu fisika, dan lembaga
non-regulasi pada departemen perdagangan AmerikkaBe
(United States Department of CommerddST bertanggung
jawab untuk mengembangkan standar dan pedoman sgkma

persyaratan minimum, untuk menyediakan keamanamnniafsi

78 Muhammad Na'im Al Jum’ahFramework Pengumpulan Bukti Digital Pada Media Bd's, Tesis Teknik Informatika
Program Magister pada Fakultas Teknologi Industiversitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, h#n 1

7 Dedy Hariyadi, Hendro Wijayanto, Indah Daila S&tinalisis Barang Bukti Digital Aplikasi Paziim Pad@onsel Cerdas
Android Dengan Pendekatan Logical Acquisitip@yberSecurity dan Forensik Digital Vol. 2, NoNgvember 2019, him.
52-56, him 53
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yang memadai untuk semua operasi dan aset keaglifan.
biasanya digunakan untuk memeriksa keamanan aptiktikasi
yang terdapat padeandphon®. Forensik digital dibagi kedalam

beberapa kategori diantaranya, meliputi:

Tabel 2.6 Kategori Forensik Digital

KATEGORI FORENSIK DIGITAL
Computer Forensik Audio Forensik;
Cyber Forensik Image Forensik;
Triage Forensik Video Forensik;
Malware Forensik Mobile Forensik;
Memory Forensik Audit Forensik®'.
Anti-Forensik -

BerdasarkanJudicial Review Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekiralan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubatsesn
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemlzesamt
Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Didsgara
Republik Indonesia, yang menghasilkan Putusan Mahka
Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang berisi bahvrasa
“Informasi  Elekronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dak ti
memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjangaktid
dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rang&aegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atu
institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkandésgirkan
Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam PasgibB13)
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubatas A
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi d

Transaksi Elektronfi.

80 Gusti Ngurah Wikranta ArsdAnalisis Sistem Cloud Computing IAAS Penyedia &eBloud dengan Standar NIST
Special Publication 800-145Jurnal Sistem Dan Informatika Vol. 13, No. 2, M6éil9, him 52.

81Dimas Hutomo;Peran Digital Forensik Dalam Pemberantasan Korup@nline),
https:/lwww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasab#td5cf126335/peran-idigital-forensik--i-dalam-perdntasan-korupsi/,
(hukumonline.con2019).

82 Enan Sugiarto, |fnplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PXIN/2016 Terhadap Informasi Elektronik
Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil CetakBgdagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdgt&echtidee, Vol. 11. No.
2, Desember 2016, him 195.
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2.2.3 Vonisatau Hukuman
Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksagndiberikan
karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukumargtatau perintah.
Menurut Soesilo hukuman/sanksi dalam ranah hukwlanai adalah suatu
perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkanhalkim dengan vonis
kepada orang yang telah melanggar Undang-UndangirhiuRidang.
Berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukunmidahwa pidana

terdiri dari :
Tabel 2.7 Jenis-Jenis Pidana
PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN
Pidana Mati Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Pidana Penjara Perampasan Barang-Barang Tertentu
Pidana Kurungan Pengumuman Putusan Hakim
Pidana Denda
Pidana Tututpan

Pada dasarnya di dalam ketentuan Kitab Undang-lnHakum
Pidana, bahwa pidana pokok tidak diperbolehkankudiakumulasi.

A. Pidana mati
Berdasarkan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana menjelaskan bahwa pidana mati dilakukan oleh
seorang algojo dengan menjerat tali yang terikatiatig
gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan
papan tempat terpidana berdiri Di Indonesia sendiri
pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuraatugg
tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan
dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini asmtam lebih
manusiawi dan cara yang paling efektif. Tata cddama
mati dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Ridan
sudah tidak lagi berlaku dikarenakan terdapat peaatbaru
yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tefitatag
Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh
Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Mifiter
B. Pidana penjara
Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasa
kemerdekaan atau kebebesan bergerak dari seorpitate
dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan

83Erizka PermatasariBegini Rumus Menghitung Bagian Ahli Waris Menurutkum Islam’(Online),
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Ii6(5794d007/begini-rumus-menghitung-bagian-ahliisvarenurut-
hukum-islam, llukumonline.con2021).

84Hwian Christianto;Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi TerpidanatvDalam Hukum Pidana”Jurnal Konstitusi,
Volume 6, Nomor 1, April 2009, him 31
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Sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan da
pidana dend& Pidana penjara merupakan hukuman yang
paling banyak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Pidana penjara dapat dijatuhi hukuman
minimal 1 (satu) hari dan maksimal paling banyak(lifba
belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut bisa dalizen
apabila dikenakan hukuman seumur hidup dan merkaaia
pidana penjara sementara waktu selama-lamanya &0 (d
puluh) tahun dan maksimal pidana penjara dapangaui
hakim jika dalam penjatuhan hukumannya terdapatiruns
yang memberatk&h

. Pidana kurungan

Menurut Djoko Prakoso bahwa pidana kurungan adalah
pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang
dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara.
Kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagaarad
pokok atau sebagai pengganti défid@idana kurungan
diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukunaiad
bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 (satu)dtemipaling
lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila terdapat pidana perbarengan atau
pengulangan atau dikarenakan pasal 52, maka pidana
kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahum¥p#¢)
bulan. Serta pidana kurungan tidak boleh melebifgatu)
tahun 4 (empat) bulan. Pidana kurungan berlaku tivadak
pidana pelanggaran dan pidana kurungan berlaku bagi
pengganti pidana denda yang tidak bisa dibay&fkan
. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi
seseorang yang telah melanggar larangan dalam aangk
mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus
kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.
Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif damnpid
perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan
jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkaghgbara
hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indi@nes
Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda tertsaddp
perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karemaraan
pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan
mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidargaden
adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp.
150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diziam
Undang-Undang Hukum Pidana Khu®usPidana denda

8Dede Kania;Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Imesia”, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014,

86J Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Peniterisi€Y ogyakarta : Maharsa Publishing 2017), him 15.
871ka Yuli Bhayangkara SolongPelaksanaan Pidana Penjara Dan Pidana KurunganLBmbaga Pemasyarakatan Klas |
Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatas Kidakassar ), Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makkasar, 2013, him 10.

88llman Hadi,"Perbedaan Pidana Kurungan Dengan Pidana Penjdfahline),
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasadfibddb474ff92/hukuman(hukumonline.com 2012).

89 Aisah Aisah;‘Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhipgx Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, him 216.
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sendiri diatur dalam pasal 30 Kitab Undang-Undangutin
Pidana bahwa

Pasal 30

(1) “Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh paliima
sen.

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan
pidana kurungan.

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikitisa
hari dan paling lama enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan
pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya
tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, itlitg
satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima pulutes, tiap-
tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung palingriyak
satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukyphu
rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena
perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan
pasal 52, maka pidana kurungan pengganti palingdam
delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak bolebih
dari delapan bulan”.

E. Pidana Tutupan

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun
1946 tentang Hukuman Tutupan bahwa seseorang g p
dihormati kemudian diadili karena melakukan kejahatan
diancam hukuman penjara, Hakim dapat menjatuhkan
hukuman tutupan namun hal tersebut dikecualikarbikpa
akibat dari perbuatan kejahatan tersebut sedemikipa,
maka Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana penjara
lebih tepat diberikan.

Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara
karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah
Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Mente
Pertahanan. Walaupun berbeda pelaksanaannya, penghu
Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaag yan
diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan giatgr
oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri
Kehakiman. Penghuni Rumah Tutupan tidak boleh
dipekerjakan saat hari minggu dan hari raya, keédika
mereka sendiri yang menginginkan. Selain itu, Pangh
Rumah Tutupan wajib diperlakukan dengan sopan didn a
serta dengan ketenandan

Pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman hakwaan atau

vonis yang diberikan diatur dalam Kitab Undang-Urgiédukum Pidana

%|Iman Hadi,“Mengenai Hukuman Tutupan(Online),
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasa®tc2ee2chcf46/pidana-tutupan, (hukumonline.com2p01
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berdasarkan pasal 368 bahwa tindak pidana pemerasadapatkan
hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun e pasal 369
bahwa tindak pidana pengancaman mendapatkan hukpmngara paling
lama 4 (empat) tahun. Sedangkan tindak pidana Ee@er dan
pengancaman yang diatur dalam Undang-Undang Norat@in 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 TabB08 Zentang
Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa berdasagpasal 45 ayat 1
hukuman bagi tindak pidana pemerasan mendapatkamtan penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling baRymkl.000.000.000
(satu miliar rupiah) dan berdasarkan pasal 45B khahukuman bagi
tindak pidana pengancaman mendapatkan hukumarrpeakng lama 4
(empat) tahun dan denda Rp. 750.000.000 (tujuls riaua puluh juta
rupiah). Mengapa tindak pidana pemerasan dan peagsm vonis atau
hukumannya berbeda, sedangkan unsur tindakan kajahdiantara
keduanya sama. Hal tersebut dikarenakan dalamkamdpengancaman
tidak memiliki pasal pemberat didalamnya sedangkaam pemerasan
memiliki pasal pemberat dalam pasal 368 ayat 2 yaegyatakan bahwa
jika pemerasan dilakukan sesuai dengan ketentusal p&5 ayat 2,3 dan
4 maka hukumannya diberikan sesuai dengan ketegtuandiatur dalam
pasal tersebut.

2.3 Putusan Pengadilan

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Kitab Undang-UndangiiduAcara Pidana
bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim yangndjkan dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidanguieabuntuk umum sebagai
hasil pemeriksaan perkara kontentius. Menurut SudMertokusumo putusan
hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakimgselpajabat Negara yang
diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangam bertujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atagksta antara para pitfak
Dalam definisi ini, menekankan bahwa yang dimakgsutlisan hakim adalah
putusan yang diucapkan dalam persidangan. Sebenapmyusan yang
diucapkan pada persidang@uitspraak) memang tidak boleh berbeda dengan

%1Yollanda,“Tinjauan Pelaksanaan Putusan Serta Merta BerdaaarRasal 180 Ayat (1) Hir/191 Ayat (2) Rbg Jo.Sé&na8
Tahun 2000 Jo.Sema No 4 Tahun 208ktipsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universl&dam Riau, 2021, him 30.
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yang tertuligvonis) Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantdreakga,
maka yang sah adalah putusan yang diucapkan. lyahgebuah putusan itu

sejak diucapkah.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip olemtzag Sutiyoso,
menyatakan bahwa ideal-nya suatu putusan hakirhaitus memuaidee des
recht yang meliuti 3 (tiga) unsur yaitu keadilfgerechttigkeit) kepastian
Hukum (rechtsicherheitpan kemanfaatagzwechtmassigkeitKetiga unsur ini
harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secapopsional, sehingga pada
gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualdan memenuhi harapan

pencari keadilal¥. Macam-macam putusan hakim adalah diantaranya :

1. Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri seatgketa atau
perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putasdur ini ada
yang bersifat menghukunfcondemnatoir) ada yang bersifat
menciptakanconstitutif)dan adapula yang bersifat menerangkan
atau menyatakaftleclaratoir)

2. PutusanCondemnatoirmadalah Putusan yang bersifat menghukum
pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. RidéPutusan
Condemnatoidiakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya
Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung depggkatan
yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undemgy
prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuattaak berbuat.

3. Putusan Constitutif adalah Putusan yang meniadakan atau
menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan
perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan
pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebggai

4. Putusan Declaratoir adalah Putusan yang isinya bersifat
menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misahya anak
yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkam d
perkawinan yang sah. Putudaeclaratoir murni tidak mempunyai
atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah katelzdn s
mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihalkatayang
dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah
mempunyai kekuatan mengikat $4ja

92 Heikhal AS Pane'Penerapan Uitvoerbar Bij Voorraad Dalam Putusan ki Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi
Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor 89/R&/2005/PN. TNG) Tesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Depok, 2009, him. 12

93 Edi Rosadi;Putusan Hakim Yang BerkeadilanBadamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 201l 385.

% Andre G Mawey;Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepasi Segala Tuntutan Hukumtex Crimen
Vol. VINo. 2/Feb/2016, him 83.
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Selain dengan adanya putusan akhir ada juga men@emaan sela dimana
putusan sela merupakan putusan yang belum menyigggengenai pokok
perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Da#nmi berkaitan dengan
suatu peristiwva apabila terdakwa atau penasihatirhuknengajukan suatu
keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang memgpeéikaranya atau
dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaanshdibatalka?f. Syarat-

syarat sah putusan hakim atau pengadilan adalalgaeerikut :

Tabel 2.8 Syarat-Syar at Putusan Pengadilan
SYARAT SAH PUTUSAN PENGADILAN

Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN
YANG MAHA ESA”

Hari tanggal diadakan musyawarah majelis
hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh
hakim tunggal

Identitas terdakwa

Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan
telah terpenuhinya semua unsur dalam
rumusan tindak pidana disertai dengan
kualifikasinya, dan pemidanaan atau
tindakan yang dijatuhkan

Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam
surat dakwaan

Ketentuan kepada siapa biaya perkara
dibebankan dengan menyebutkan
jumlahnya vyang pasti dan ketentuan
mengenai barang bukti

Pertimbangan yang disusun secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan berserta alat
bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata
palsu atau keterangan dimana letaknya
kepalsuan itu jika terdapat surat otentik

sidang yang menjadi dasar penentuan .
kesalahan terdakwa dianggap palsu
Tuntutan pidana penuntut umum, | Perintah supaya terdakwa daitahan atau

sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

tetap dalam tahanan atau dibebaskan

Pasal peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar pemidanaan atau tindakan
dan pasal peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar hukum dari putusan,
disertai keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan terdakwa

Untuk membuat putusan bermutu dan ideal dalam tgnggktu yang cepat,

nama jaksa
hakim yang

Hari dan tanggal putusan,
penuntut umum, nama
memutusa dan nama panitera.

dengan kecakapan yang dimiliki, diperlukan pulagsepan manajemen yang

terdiri dari perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing)

pelaksanakafactuating)dan pengawasggontrolling)®®.

% Mulyadi, “Putusan Sela” (Online)https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasal2772/putusan-sela;gkum Online
2003).

9 Zulkarnain,‘Manajemen Pembuatan Putusanittps://badilag.mahkamahagung.qgo.id/artikel/pulsiilkatikel/manajemen-
pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-2(®dadilag.mahkamahagung.go.id, 2018).
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2.4 Systematic Literature Review (SLR)

Systematic Literature Reviewerupakan istilah yang digunakan untuk
merujuk pada metodologi penelitian atau riset teaelan pengembangan yang
dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluagljgem yang terkait pada
fokus topik tertent¥/. Systematic Literature Revie{@LR) dapat digunakan
untuk mengkaji suatu persoalan secara mendalamadengengidentifikasi

kesenjangan dari penelitian terdagilu

Metode ini digunakan untuk menidentifikasi teomgaepat untuk penerapan
pasal 27 ayat 4 dan 29 terhadap kasus pemerasanpelagancaman
menggunakan sarana teknologi informasi. Mengenal Im, Saya
mengidentifikasi kan sekitar 30 sumber yang beakattengan teori yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Terkait ini Sayangembil 21 sumber yang
ditetapkan sebagai tolak ukur yang sesuai dengaelipan. Penggunaan
metode ini untuk menstrukturkan dari beberapa suniper lebih terstruktur dan
tidak subjektif.

2.4.1 Pertanyaan Penelitian (Research Question)

Pada tahap ini ditentukan pertanyaan yang sesuagade topik
penelitian. Berikut ini merupakam®search questiopada penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. RQL1: Teori apa yang sesuai digunakan untuk penduktengenai
efektivitas penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasaln2&ng-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik ?

2. RQ2 : Pendapat seperti apa yang dikeluarkan péirmahgenai teori
yang sesuai untuk penerapan pasal 27 ayat 4 dah 2&4ndang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

3. RQ3 : Bagaimana cara untuk membuktikan efektivitesngenai
penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-ghdfanmasi dan
Transaksi Elektronik ?

Pertanyaan yang dipaparkan merupakan untuk mendan
mengidentifikasikan teori yang digunakan sebaganipetian dalam

penelitian ini.

97E Triandini, S Jayanatha, A Indrawan, G W Putrés\iBara,“Metode Systematic Literature Review untuk |dekaii
Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informakiddnesia”, Indonesian Journal of Information Systems
(JIS)Vol. 1, No. 2, Februari 2019, him 64

%8 Yerik Afrianto Singgalen;Pemilihan Metode dan Algoritma dalam Analisis Sew@n di Media Sosial : Sistematic
Literature Review; Journal of Information Systems and Informatics\&INo. 2, June 2021, him 280
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2.4.2 Proses Penelitian (Search Process)

Tahap ini merupakan tahap pencarian untuk mendapatkmber yang
sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pencarianesutitbkukan dengan
situs Google Scholardan Researchgatepada Google Chromeuntuk
mencari data sekunder pada penelitian dengan mealgn kata kunci

“Efektivitas”.
2.4.3 Inclusion and Exclusion Criteria

Tahapan ini dilakukan untuk memutuskan apakah dgdag
ditemukan layak digunakan dalam penelit®ystematic Literature Review
atau tidak. Studi layak dipilih jika terdapat kritesebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam rentang waktu 2010-2021.

2. Data diperoleh melalui situshttps://scholar.google.comdan
https://www.researchgate.net

3. Data yang digunakan hanya Jurnal, Thesis dan $kengshulu yang
berhubungan dengan Efektivitas Penerapan Aturan.

2.4.4 Penilaian Kualitas (Quality Assesment)

Pada tahap ini data yang telah ditemukan akan ldiesiaberdasarkan
pertanyaan berikut :

1. RQ1 : Teori apa yang sesuai digunakan untuk penduktengenai
efektivitas penerapan pasal 27 ayat 4 dan paséln2&ng-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik ?

2. RQ2 : Pendapat seperti apa yang dikeluarkan pdirmmahgenai teori
yang sesuai untuk penerapan pasal 27 ayat 4 dah 2&dJndang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

3. RQ3 : Bagaimana cara untuk membuktikan efektivitesngenai
penerapan pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 Undang-ghdfanmasi dan
Transaksi Elektronik ?

Setiap paper akan diberikan nilai berdasarkan pgaitn diatas.
1. Ya (V) : untuk paper yang sesuai dengan pertanyaan gaality
assessment

2. Tidak (X) : untuk paper yang tidak sesuai dengan pertangada
guality assessment

2.4.5 Pengumpulan Data (Data Collection)

Tahap di mana data-data untuk penelitian dikumpulk2ata yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data selkuomeérdasarkan studi

kepustakaandengan mengkaji jurnal, thesis dan skripsi terdahulu
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menggunakarGoogle Scholadan Researchgatelengan kurun waktu
2010-202%°.

2.4.6 Data Analysis

Data yang telah dikumpulan pada tahap sebelumnga dianalisis
pada tahap ini. Hasil yang telah dianalisa akan jame&ab semua

research questiogang sebelumnya telah ditentukan.
2.4.7 Documentation

Pada tahap ini tahapan hingga hasil penelitianiskan dalam bentuk

paper sesuai dengan format yang telah disedigkan

2.5 Teori EfektivitasHukum
2.5.1 Hasil Search Process
Hasil ini diambil hanya sekitar 21 jurnal yang telsesuai dengan
Inclusion and Exclusion Criterigaitu jurnal, thesis dan skripsi terdahulu
yang diterbitkan pada rentang waktu tahun 2010-2¢@ig memiliki
pembahasan terkait efektivitas. Dimana mengenai teasebut di

kelompokan menjadi beberapa sumber diantaranyaaeberikut :

Tabel 2.9 Jenis Sumber Hasi| Search Process

NO JENIS SUMBER TAHUN JUMLAH
2016 1
2017 1
1. Thesis IImu Hukum
2020 1
2021 1
2018 3
2. Skripsi llmu Hukum
2019 1
2010 1
2015 1
2017 2
3. Jurnal Hukum
2018 5
2019 3
2020 1

9 E Triandini, S Jayanatha, A Indrawan, G W Putrésvara, Loc.Cit, him 65
100 Alma Apriliani, Muhammad Budhiluhoer, Asep Jamafydamal Prihandani‘Systematic Literature ReviewKepuasan
Pelanggan terhadapJasa Transportasi Onlin8Yystematics, Vol. 2, No. 1, April 2020, pp 12-B0n 14-15
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Berdasarkan table diatas bahwa sumber yang padingalix digunakan
adalah sumber Jurnal Hukum serta data sumber {2018 merupakan

data yang banyak digunakan pada penelitian ini.
2.5.2 Hasil Quality Assesment

Hasil Quality Assesmenmerupakan hasil pengumpulan data yang
sesuai dan bisa menjawab terkait pertanyaan peaneltang akan di

jelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10 Hasil Quality Assesment

NO PENULIS TAHUN RQ1 RQ2 RQ3 HASIL

1. | Triana Sofiani 2010 YA YA YA v
Ni Made Destriana Alviani, |

2. | Ketut Mertha, | Made 2015 YA YA YA v
Tjatrayasa

3. | Muhammad Syaikhul 2016 YA YA YA v
Ria Ayu Novita, Suparno Agung

4. 2017 YA YA YA v
Basuki Prasetyo

5. | Muslih, Mohamad Nasir 2017 YA YA YA v

6. | Lutfil Ansori 2017 YA YA YA v

7. | Arina Novitasari 2018 YA YA YA v

8. | Slamet Yuswanto 2018 YA YA YA v

9. | Baumi Syaibatul Hamdi 2018 YA YA YA v

10. | Bimo Aldhy Syahfiputro 2018 YA YA YA v

11. | Zain Lestya Pradana 2018 YA YA YA v

12. | Melda Suryaningsih 2018 YA YA YA v

13. | Djaenab Djaenab 2018 YA YA YA v

14. | Nur Fitryani Siregar 2018 YA YA YA v

15. | Pratomo Beritno 2019 YA YA YA v

16. | Diana Diana 2019 YA YA YA v
Satria Sukananda, Chrisinta

17. 2019 YA YA YA v
Dewi Destiana

18. | Sudjana Sudjana 2019 YA YA YA v

19. | Febrianda Raja 2020 YA YA YA v

20. | Lutfiyanti Andromeda 2020 YA YA YA v

21. | Noer Azizah 2021 YA YA YA v
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Dari 21 sumber data yang digunakan, semua sumbengyapakan
data yang diterima untuk menjawab dan mengideasfkan pertanyaan

penelitian(research questiorRe 1,2 dan 3 pada penelitian ini.
2.5.3 Hasil Pembahasan

Pada tahap ini akan menjawab pertanyaan penelftiagearch
question)dengan menggunakan sumber data yang diperoletkaianm

waktu tahun 2010-2021 berdasarkan jurnal, thesiskapsi terdahulu.

2.5.3.1 Pembahasan Research Question 1

Efektivitas berasal dari kataffective” artinya berhasil dengan
baik. Efekivitas menurut Sarwoto ialah berhasil gugakni
pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-bepauas
kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasa b
dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkbarkasilan
kinerja yang telah ditetapk&h Menurut The Liang Gie, efektivitas
itu adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksn oleh
manusia untuk memberikan guna yang diharapRaifektivitas
hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptatau
melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendahi lmlikum atau
diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikataéfaktif
apabila produk hukum tersebut telah dilakukan alitaksanakan
dalam praktiknys,

Secara khusus terlihat jenjang antara hukum datedakan(law
in action) dengan hukum dalam tedtaw in theory) dengan kata
lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antavain action
danlaw in theory Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa
efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pastersi hukum

yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, ¥aitoponen

101Noer Azizah, fmplementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019afenBatas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas
Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadifegama Sumenep)Thesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Madg 2021, him 36.

102Baumi Syaibatul HamdfEfektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadpruptor Dalam Pemberantasan Korupsi
No. 2 VOL. 3 JULI 2018: 245 - 262, him 250.

103Ria Ayu Novita, Suparno Agung Basuki Praset¥ektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 TTah860 Tentang
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kerjrigi Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purjaj, Volume

6, Nomor 2, Tahun 2017, him 4.
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struktur hukun{structure of law) substansi hukurgsubstance of the
law) dan budaya hukunflegal culture) Secara sederhana, teori
Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannganih, kurang
disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenaridgsatkan atas
perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological

jurisprudencel

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diamigaa
dituangkan dalam peraturan perundang-undangankt@trbukum
menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukemenangan
lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Skdankultur
hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketioppsur
itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakaanrhuk suatu
masyarakat (negara), yang antara satu dengan é&airsaying
bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukwseidiri yakni
keadilan. Salah satu subsistem yang perlu mendapatian saat ini

adalah struktur hukurlegal structure)

Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pendagang kuat
terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum addtap siental
yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihjndéau
bahkan disalahgunakan. Struktur hukum vyang tidakmpua
menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketadakan
(disobediencejerhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum
yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budayelikung
menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukusngat

bergantung pada pelaksananya yaitu aparatur peihedgak°°,

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruhticak
langsung didalam mendorong terjadinya perubahaals@ara-cara
untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yamgutedan

direncanakan terlebih dahulu dinamaksoctial engineeringatau

104Sydjana SudjandPenerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedifemadap Efektivitas Perlindungan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Urgd&iomor 32 Tahun 2000Al Amwal: Vol. 2, No. 1, Agustus 2019,

105 | utfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Proafjrekirnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017:

148-163, him 150 .
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social planning Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi
perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebdadnasehingga
melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat kdasirtertentu
merupakan salah satu syarat bagi penyebaran selgelpagaan
hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukarasseformal

yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasjaie resnif®.

Dalam mengetahui sejauh mana efektivitas sebuabnhalapat
dilihat dari 3 (tiga) faktor yang saling berhubungsatu sama lain
yaitu faktor substansi hukum dimana biasanya datainstansi
hukum yang dilihat adalah kepastian, keadilan damdnfaatan
produk hukum tersebut, faktor yang kedua adalakkisir hukum
biasanya dilihat dari penegak hukum apakah mematdai tidak
untuk pelaksanaan produk hukum tersebut sedangkag terakhir
adalah faktor budaya masyarakatnya, mengenai fakidnahwa
dinilai sejauh mana produk hukum ini dapat diteeapksesuai

dengan budaya atau kebiasaan masyarakat tersebut.

2.5.3.2 Pembahasan Research Question 2

Terdapat beberapa para ahli yang memberikan penhdapa
mengenai efektivitas hukum, dengan menggunakan deeto
Systematic Literature RevieWSLR) dengan 14 ahli yang
berpendapat mengenai efektivitas hukum dimana bphgrara ahli
memiliki pendapat dan pemikiran yang serupa. Bériidalah

beberapa pandangan Ahli hukum terkait efektivitasum :

Tabel 2.11 Teori Efektivitas Hukum

No Ahli Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen Jika berbicara tentang efektivitas
hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum.
Dimana orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan
norma-norma hukum sebagaimana mereka harus
berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar
diterapkan dan dipatuhi'®’.

1. Hans Kelsen

106 Diana Diana;Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah DalRenegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtambnUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabataarisot
(Studi Lapangan Di Kota Batam)'Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Univessiteternasional Batam,2019, him.11
107Nur Fitryani Siregar,Efektivitas Hukum’, Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal limu Petgjeuan dan Kemasyarakatan,
him 2.
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2. Black

Menurut Black, masalah pokok dari efektivitas hukum
ialah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk
mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan
antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam
undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas
hukum?%,

3. Achmad Ali

Bahwa untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku
efektif pertama-tama harus dapat mengukur sejauh
mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaatil®.

4, Anthoni Allot

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan
penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan
yang tidak diinginkan dapat menghilangkan
kekacauan?t®.

5. | Atho Mudzhar

Sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya
berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika
rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat
tersebut!®,

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum
dimasyarakat adalah : terdapat norma dan kaidah
dalam masyarakat, peraturan  yang  harus
disosialisasikan, rumusan aturan dibuat dengan jelas,
peraturan tidak boleh berlaku surut, hukum mengatur
hal kongkrit dan realistis, hukum tidak boleh ada
pertentangan, hukum harus bersifat konsisten, dan
ada kecocokan antara peraturan dan pelaksanaan?!?.

Teori Efektivitas Hukum dengan menganalisis 3(tiga)
masalah :

1. Masyarakat Modern : memiliki hukum memaksa
untuk menjaga tata tertib masyarakat, dimana dalam
pelaksanaannya di dukung oleh sistem alat-alat
kekuasaan yang diorganisasi oleh negara;

2. Masyarakat Primitif : alat-alat kekuasaan kadang-
kadang tidak ada;

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif
tidak ada hukum?3,

6. Fuller

7 Bronislaw
’ Malinowski

8 Clarence).
’ Dias

Suatu sistem hukum yang efektif dapat dideskripsikan
sebagai sesuatu dimana terdapat tingkat kesesuaian
yang tinggi antara peraturan hukum dan aktivitas
manusia. Faktor-faktor efektivitas hukum menurut
Clarence J. Dias, yaitu : Mudah atau tidaknya maknaisi
aturan-aturan itu ditangkap, luas tidaknya kalangan
didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan yang bersangkutan, efisien dan efektif tidaknya
mobilisasi aturan-aturan hukum, adanya mekanisme
penyelesaian sengketa yang cukup efektif dan adanya

108 Djaenab DjaenaliEfektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarttka/olume 4, Nomor 2, Juli 2018, him 151.

109SJlamet Yuswanto,loc.cit.

110Arina Novitasari, Optimalisasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketad®@mgusaha Pabrik Rokok dalam Membayar
Cukai (Studi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan d&aCukai Tipe Madya Cukai Kudus) Kembadikripsi ilmu hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, ,20&810.

1Muhammad Syaikhul,Efektivitas hukum dalam masyarakat Islam: studukaatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merpKdiesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum Univessltin Sunan Ampel

Surabaya, 2016, him 40.

112 Triana Sofiani; Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Peridamor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agaméatirnal
Penelitian, Volume 7, Nomor 2, November 2010, him 3

113 Muslih, Mohamad Nasir,Pelaksanaan pasal 6 perda nomor 2 tahun 2013 tgnp@myelenggaraan penanggulangan
bencana banijir di kabupaten bandung di tinjau diyasah Dusturiyah: Studi kasus Kecamatan Baleehdatesis iimu
hukum pada Fakultas Hukum Universitas UIN Sunanu@grDjati Bandung, 2017, him 10-11.
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anggapan dan pengakuan yang cukup merata di
kalangan warga masyarakat*4,

Mengistilahkan efektivitas dengan “Ketaatan Terhadap

9 C.il:lc;vgland Aturan Hukum” yaitu aturan hukum harus untuk ditaati

’ N dan guna dapat dilaksanakan dalam terwujudnya nilai-
Mumners S 115
nilai aturan yang berlaku**.

Langkah yang harus dipenuhi dalam mengupayakan

hukum berlaku efektif adalah : adanya pejabat atau

Sucipto aparat penegak hukum, adanya orang yang melakukan

10. Rahardjo perbuatan hukum, orang-orang tersebut mengetahui

adanya peraturan dan orang-orang tersebut sebagai
subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat
sesuai hukum?28,
Efektivitas Hukum dapat diukur dengan
membandingkan antara tataran normatif (law in
books) dan hukum dalam tataran realita (law in
action)’,
Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5
Soerjono (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (Undang-
Soekanto Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau
fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan®?*.
Efektifnya sebuah hukum apabila dipengaruhi oleh 3
(tiga) pilar yaitu : lembaga atau penegak hukum yang
Bustanul . .
13. Arifin berwibawa dapat diandalkan, peraturan hukum yang
jelas sistematis dan kesadaran hukum masyarakat
tinggi*?®.
Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan
Romli hukum tidak hanya terletak pada sikap mental
Atmasasmita | aparatur penegak hukum akan tetapi juga terletak
pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan%.

Para Ahli memiliki pendapatnya masing-masing tdrkai

11. | Ahmad Biroli

12.

14.

efektivitas hukum. Namun terdapat beberapa Ahligyaremiliki
pemikiran yang serupa bahkan hampir sama terkaktieitas

tersebut.

114 Zain Lestya Pradana, Arinto Nugrqtisfektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan KemjeKota Surabaya;’Jurnal
Novum, Volume 05, Nomor 03, Juli 2018, 200-207,2103.

115 Febrianda RajdPenegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Bafan@/ilayah Hukum Kepolisian Resor Dairi”
JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nddnuari-Juni 2020, him 5

116 pratomo Beritnd;Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap PembakaratahiDan Lahan Di Kalimantan TengahJurnal
llmu Hukum Tambun Bungai Vol. 4 No. 2, Septembet2him 549.

117 Satria Sukananda, Chrisinta Dewi Destidfavaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsitt@misi
Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Perspektif Sogidiukum”, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 7, Juli-Desen#fd9:
63-86, him 72

118Bimo Aldhy Syahfiputro;Efektivitas Pasal 15 Peraturan Daerah Kota MalaNgmor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
Tempat Parkir Yang Berkaitan Dengan Kartu Tandadeeral Juru Parkir’, Skripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, him 17.

119 utfiyanti Andromeda;Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma DaBaya (Studi Efektivitas Pencatatan
Perkawinan Menurut Lawrence M. FriedmanYhesis Iimu Hukum Pada Fakultas Hukum Univerdiksn Negeri Sunan
Ampel Surabaya, 2020, him 33.

120Ni Made Destriana Alviani, | Ketut Mertha, | Madg@frayasa;Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas lia Desapg JurnalKertha Wicara 2015, 4: 1-6, him 4
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2.5.3.3 Pembahasan Research Question 3

Pendapat para Ahli tersebut digolongkan sehinggajade
beberapa unsur-unsur yang akan digunakan untuk oieiidn
sejauh mana efektivitas aturan tersebut.

Tabel 2.12 Unsur-unsur Efektivitas Hukum

Unsur Efektivitas Hukum

Dipatuhi Berbuat
Tokoh Validitas ztau Kesadaran Penegak | Sosialisasi sesuai

Hukum L Masyarakat Hukum Aturan dengan
Ditaati
Aturan

Hans

X X X
Kelsen

Black X

Achmad
Ali

Anthoni
Allot

Atho
Mudzhar

Fuller X X

Bronislaw
M.

Clarence.
Dias

CG.
Howland
danR.S.

Mumners

Sucipto .R. X X X X

Ahmad
Biroli

Soerjono

s, X X X

Bustanul

A X X

Romli .A. X X

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dakum,
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejania hukum
itu ditaati oleh sebagian besar target yang mengaBaran
ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturanmnmhujang
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, spkaldikatakan
aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetapasih dapat
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnyeerka seorang
menaati atu tidak suatu aturan hukum tergantung a pad
kepentingannya. Selain itu, efektivitas hukum jdgmalai dari faktor

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perupdadangan
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pada umumnya adalah profesional dan optimal petalesaperan,
wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baidahm
penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri kmemeaupun

dalam penegakan perundang-undangan tersébut

Berdasarkan pernyataan sebelumnya yang mengatadamab
dari 103 data putusan pengadilan mengenai kasusrpean dan
pengancaman hanya 10 putusan pengadilan saja yangemhi
vonis yang diatur. Mengenai hal tersebut, maka mbuaikan
pertanyaan baru sejauh mana efektivitas hukum pasia 27 ayat
3 dan pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016amhgnt
Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008amgnt
Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk membuktilefektivitas
tersebut, dibutuhkan sebuah teori yaitu teori efgs hukum.
Beberapa ahli berpendapat mengenai teori efelgifatkum dimana
diantaranya memiliki kesamaan pandangan, dengamguneakan
metode Systematic Literature Review (SLR) sehingga
menghasilkan beberapa unsur yang terdapat di defektivitas
hukum diantaranya :

. Validitas Hukum (Keberlakuan Hukum)
. Dipatuhi atau Ditaati

. Kesadaran Masyarakat

. Penegak Hukum

. Sosialisasi Aturan

o O b~ W N P

. Berbuat sesuai dengan Aturan

121 Melda SuryaningsitEfektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogykaomor 55 Tahun 2016 Tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakar&Kripsi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Univessita
Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, him 7
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